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BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: o8 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

. a.

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern  Pemerintah, Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

bahwa untuk melaksanakan penilaian risiko sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Pedoman Penerapan
Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Bupati;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Recpublik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tatat Cara Pengawasam atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan
Mecnteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintah

n

. Daerabh;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaima telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

9., Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

(Lembaran Daerah kabupaten Bengkayang

Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

~ Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
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3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.

4. Perangkal Dacrah adalah Perangkat Daecrah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang.

S. Organisasi Perangkat Dacrah yang sclanjutnya disingkat OPD adalah

Organisasi Perang kat  Dacrah  di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten

Bengkayang.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkayang,

Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bengkayang.

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan

sasaran instansi pemerimtah.

9. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu  meliputi
penetapan tujuan, identifikasi, analisis, cvaluasi, penanganan, monitoring dan
reviu yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.

10. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan
dengan tingkat Risiko dan trendnya.

11. Selera Risiko (Risk Appetite) adalah tingkat Risiko yang bersedia diambil
instansi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.

12. Retens: adalah keputusan unt uk menerima dan menyerap suatu Risiko.

. Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Pcraturan Bupati ini adalah scbagai acuan bagi pcjabat
dan/atau pegawai pada Pemcrintah Dacrah dalam pcngembangan kebijakan,
perencanaan struktur, fungsi manajemen Risiko, sistem dan prosedur yang
terkait dengan penerapan manajemen Risiko.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. mengantisipasi dan mecnangani scgala bentuk Risiko secara cfektif dan
efesien; dan

b. mengidentifi kasi, menganalisis dan mengendalikan Risiko scrta memantau
aktivitas pengendalian Risiko.

@@

BAB II
PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

AR DUkl el s Pﬁﬁal3

dengan memperhatikan prinsip :
-undangan;
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BAB IV
STRATE.GI PENE RAPAN MANAJE MEEN RIS TKO

=
*asal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi sctiap Perangkat Dacrah dan Risiko yang
dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen
Risiko mxcliputi:

a. Meclakukan penilaian Risiko dan pengendalian Risiko yang mempunyai dampak
negatif vang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan;

b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia,
infrastruktur dan standar opera sional prosedur;

c. Mengintegrasikan manajemen Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta
sasaran yang telah ditetapkan; dan

d. Melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat
pelaksanaan, pertanggungjawaban atau untuk bahan masukan perencanaan
berikutnya.

. Pasal 6

(1) Penilaian Risiko dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a, meliputi :

a. Upaya penilaian dan mengendalikan Risiko yang membawa konsekuensi
negatif terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan;
dan

b. Kepastian bahwa seluruh Risiko telah teridentifikasi dan terdapat program
pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar Risiko
tersebut berada pada toleransi Risiko yang telah ditetapkan.

(2) Berdasarkan hasil penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan penanganan Risiko baik yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7 |

i paling tinggi pada level yang telah ditetapkan
toleransi dan selera risiko Perangkat Daerah

memadai mencakup reguilasi dan/atau
A m tingkat keyakinan tinggi bahwa

dan sistem yeang ada.

| dalam Pasal 6 ayat (2)
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(2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:
a. sumber daya manusia;
b. infrastruktur; dan
c. standar operasional prosedur.

Pasal 9

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kera
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB V
PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

(1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efcktif dan efisien, dilakukan
proses manajemen risiko sccara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur
. terutama pada program dan kegiatan.
(2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program
dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemcn risiko dilakukan dengan proses yang meliputi :
penetapan tujuan;

identifikasi risiko;

analisis risiko;

evaluasi risiko;

penanganan risiko; dan

pemantauan dan reviu.

e Pasal 12

meap o

n tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan

n tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan.
' tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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Pownl 14

(1) Analisis risiko sebagaumana dimaksad dalom Pasal 1] ol ¢, dilsdakn
dengan menilai ris ko dari sisi o kat riniko,

(2) Tingkat risiko sebapmimana dimaksud poadaayat (1) diteritakan bere losarknn
kemungkinan tefadinya noiko dan ting it dampaknya,

(3) Tahap pelaksanaan analisis ssiko  mebagamann dimmbosad  pada ayal (1)
meliputi kegintan

1. menctapkan  jenis analisis risilko westnd  tugunn,  keeoselioan  data,

tingkat kedalaman analisis risiko yang, dilnkukan;

b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;

mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekaninme parpgencdalinn

baik proses, peralatan, dan praktik yang ndan;

d. melakukan analisis terhadap besamyan kemungkinan terjndinya (likelthood)
suatu risiko dan dampaknya,
¢. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko,
. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (komposit) untuk
setiap kategori risiko.
(4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat benipa

. analisis kualitatif, semi k uantitatif atau analisis kuantitatif  kemungkinan
terjadinya dan dampak.

(5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak schagairmani
dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala
yvang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan paramcter yang telah
ditetapkan.

(6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g,
diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi:

a. kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frckucnsi; dan
b. tingkat dampak.

(7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai

warna, sebagai berikut :

a. risiko rendah dengan warna hijau;

b. risiko sedang dengan warna kuning;

c. risiko tinggi dengan warna orangc; dan

d. risiko sangat tinggi / ekstrem dengan warna merah.

I

~

Pasal 15

ak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana

4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran [
ak dari Peraturan Bupati ini.

(profil risiko) sebagaimana dimaksud

barkan pada matrik sebagaimana

bagian tidak terpisahkan dari

) menghasilkan
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c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan
penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan
ancaman.

Pasal 17

(1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan unt.uk
pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko
lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

(2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan: _
a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi

risiko; dan
b. melakukan eValuasi risiko secara berkala.

(3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi :

a. risiko yang perlu meldapatkan penanganan;
b. prioritas penanganan risiko; dan
c. besarnya dampak penanganan risiko.

. Pasal 18

(1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan
keluaran (out put) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.

(2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan
prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

Pasal 19

(1) Pemmnganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan
dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan
memutuskan pilihan penanganan risiko.
(2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) i
dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan
en risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan
masalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.
'ﬂﬁi__-! 2 Sl
Pa = o 2 Pasal 20
3 ey

. dimaksud dalam Pasal 11 huruf f,
; emen risiko telah dilaksanakan
b
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Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

BAB VI
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Pasal 22

(1) Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dilakukan Perangkat Daerah atas risiko-
risiko yang telah diidentifikasi, yang mempunyai anggaran besar, penting dan
merupakan Perangkat Daerah yang sangat berpengaruh terhadap tujuan dan
sasaran Pemerintah Daerah.

(2) Format Rencana Tindak Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. BAB VII

EVALUASIDANPELAPORAN
Pasal 23

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko di lingkungan
Pemerintah Daerah, Inspektorat melakukan evaluasi secara berkala atau apabila
diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk
men jamin efektivitasnya.

Pasal 24

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.

(2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
UL dlds 4 "

" a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko;

T e T

a tercantum

Bupati
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

PeraturarBupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengcta
ini dengan penempatannya

huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

2000
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ILAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR  :08  TAHUN 2020
TANGGAL “:\p Jawvar 2020
TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANA.JEMEN

RISTKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KRITERIA KEMUNGKINAN

LEVEL KEMUNGKINAN S
KEMUNGKINAN ——
TERJADINYA DALAM 1
PERODE
1 =g 3
Hampir jarang terjadi (1) " x<5% sangat jarang: < 2 kali
dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2) 5%<xs 10% Jarang: 2 kali s.d. 5 kali
dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3) 10%<x < 20% cukup sering: 6 s.d. 9 kali
dalam 1 tahun |
Sering terjadi (4) 20% < x s 50% Sering: 10 kali s.d. 12 kali |
dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5) X > 50% sangat sering: > 12 kali
dalam 1 tahun

- KUALITAS PELAYANAN

2

o

de prinsipnya, defisiensi atautidak adanya pelayanan

tanpa ada komentar

dianggap memuaskan oleh masyarakat umum,
instansi mewaspadai adanya defisiensi

! kurang memuaskan oleh masyarakat

pelayanan organisasi tidak

‘bawah standar yang

e
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR :086  TAHUN 2020
TANGIGAL 19 dawwan 2020
TENTANG

PEDOIMAN PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANO

MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)

DAMPAK
1 2 BiT 8 | 8 |
MATRIK ANALISIS e
HAED 3= 5 Tidak Kurang =i signifikan |
s = Sedang |Signifikan |
signifikan | signifikan | /berbahaya/
katastropik
Hampir
S| Pasti
terjadi
a Sermg
terjadi b
KEMUNGKINAN| 3 | X292"8
ter jadi
2 Jarang .‘
terjadi
Hampir
1| jarang
terjadi
— A — 3 g ’ |
*__"__ SKOR DESKRIPSI STATUS RISIKO |
IJH.H = e . ‘.‘ |
it - . fi _ 8 |

‘Diperlukan tindakan segera untuk mengelola
risiko (Unacceptable)
tindeakan untuk mengelola risiko

= (Issue)
tindakan jika tersedia
4 IS swe)
(Acve ptable)
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LAMPIRAN I1]

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR s TAHUN 2020
TANGGAL :10. 2020
AN MANAJEMEN
.  PEMERINTAH "
FORMAT RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ATAS RISIKO-RISIKO YANG , .f
1L
= " Pengendalian yang ada F = T Lis kv R |
Kegiata Tujuan Kode | rata; ucC : = % AT, 1 = nca
NO l(j'gaman Keg-;aran Risiko er;}‘oan Sebab /C Dampak | Uraian Desain . Efiektivitas P =‘ e . Risiko !
A | 7 |72 BRI (TR) | (PR) ne |
@ @) “ ) ® | @ | ® @ |00y e jay fayjasijee | (7 | @8 | @9 =
=1 - l :
!
- |
i [
ol - .1 - | - - L Ilr-l » | E "
.;' { f i
’ i . L | -
. lli_-‘ i o - 1
u i L " E
A —
. 1
r 4 '.J.I‘ -
P A
" PIt. TI
il L m "“_‘ *
B E . * i \ - A
h Ty t (] -
@e Y .
| < STINUS NAON !
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PERATURAN BUPATT 1315 NCUKAYANG

NOMOR - B TAHUN 2020
TANGGAL ' b e 2020
TENTANG

k]
LAMIMIRAN IV
|
1

I'E.DOMAN  PEINERAPAN - MANAJISMICN
RISIKO DI LINGKUNGAN  PEMERINTAHN
KAVIUINT FON BE NCGKAYANG

FFORMAT LAPORAN PENIERAPAN MANAJIEMIEIN RISIKO PADA
PERANGEKAT DAIKRAN KABUPATION BICNGKAYANCG

AR 1 GIAMBARAN UMUM

a. Latar Belakang

b. Dasar Hukum

¢. Maksud dan Tujuan
d. Ruang lingkup

¢. Manfaat

BAB I  PROSES MANAJEMEN RISIKO

Penetapan Tujuan;
ldentifikasi Risiko;
Analisis Risiko;

Evaluasi Risiko;

e. Penanganan Risiko; Dan
f. Pemantauan Dan Reviu

po=p

_Q_O
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